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Di dalam Peraturan yang dibuat oleh Walikota Batu Nomor 39 Tahun 2017,  terkait Pedoman 

umum dalam hal pendirian, adanya pengurusan dan juga pengelolaan sampai pada 

pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari unit usaha dengan model berbadan 

hukum. BUMDes dengan berjalannya waktu berada di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo 

masih sangat minim sekali kegunaannya oleh masyarakat setempat dikarenakan BUMDes 

masih kurang memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga 

masyarakat tidak bisa ikut serta dalam mengembangkan BUMDes akan menjadikan desa 

mandiri dan menambah pendapatan asli desa, dan yang pasti masyarakatnya akan menjadi 

masyarakat dampak pada kesejahteraan masyarakat .  

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui upaya pengelolaan Bumdes bisa berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat dan juga untuk melihat beberapa faktor yang mendorong dan yang 

juga menghambat pengelolaan Bumdes sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan model Wawancara Pengamatan dan 

Dokumentasi.  

Hasilnya keterkaitan langsung ke masyarakat BUMDes masih sangat minim sekali dan 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan langsung ke masyarakat, tetapi yang sebelumnya 

tidak memiliki usaha sama sekali sudah cukup banyak yang dibantu oleh BUMDes sehingga 

beberapa masyarakat sudah ada usaha dan semakin berkembang. 

Kesimpulan Pengelolaan BUMDes yang juga berkaitan dengan masyarakat secara langsung 

yaitu dengan model pendekatan Direct atau model langsung BUMDes belum berdampak 

besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, masyarakat belum merasakan sepenuhnya 

manfaat dari adanya BUMDes di Desa Torongrejo.  

Hasil temuan yang didapatkan bahwa BUMDes cukup memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan suatu perekonomian masyarakat dan memberikan peluang baru bagi para 

masyarakat yang belum bisa mengambangkan potensi atau usaha yang dimiliki.  

 

Keyword : Pengelolaan BUMDes, Upaya , Kesejahteraan Masyarakat.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

    Desa sebagai suatu sistem perekonomian dengan dimasukkannya pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 yang juga terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan adanya musyawarah Desa dan juga dapat 

disetujui oleh semua warga, selain itu di setiap Desa juga hanya dapat memiliki Satu Badan 

Usaha Milik Desa yang juga bisa saja ada Desa atau Kabupaten yang tidak memiliki Badan 

Usaha Milik Desa yang kemudian setiap Desa atau Kabupaten akan membuat sendiri  

Peraturan terkait Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki dan juga Badan Usaha Milik Desa 

ini bisa dibentuk dalam bentuk Usaha bersama-sama. Begitu manfaat  BUMDes juga 

bertujuan untuk membangun dan mengembangkan perekonomian lokal dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat  tersebut.  

 Peraturan oleh Menteri Desa Republik Indonesia pada Nomor 4 Tahun 2015 terkait 

hal pendirian hingga pada pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Mengenai hal itu Pasal 1 

ayat 2 Badan Usaha Milik Desa merupakan Badan usaha yang sebagian modal didapat dari 

dari kekayaan Desa tersebut, tetapi yang sudah dibedakan dengan pengelola aset, atau usaha 

lainnya yang juga bersama juga dalam peningkatan yang sangat besar untuk kesejahteraan 

masyarakat.  

      Menurut Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, ia mengatakan bahwa di Indonesia 

Badan Usaha Milik Desa sampai pada Mei 2018 sudah dengan jumlah  39.000 Badan Usaha 

Milik Desa.  (KONTAN.CO.ID – JAKARTA). Menurutnya ada beberapa sektor yang 

membuat Badan usaha Milik Desa terus mengalami peningkatan yaitu ada sektor pariwisata, 

ada dari sektor Bank Sampah, dan ada dari sektor perikanan, dan yang terakhir juga ada 

sektor dari pascapanen.  

Di provinsi Jawa Timur dengan adanya Badan Usaha Milik Desa sudah memberikan 

sumbangan untuk penurunan angka kemiskinan. Ada lembaga yang dibuat yaitu Jalin Mitra 

karena merupakan lembaga jalan lain untuk kemandirian dan kesejahteraan. Di Provinsi Jawa 

Timur dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa lebih berfokus pada pemberdayaan 

masyarakat yang ada. Di Jawa Timur sendiri sudah mencapai 7.724 Desa , namun masih 

5.432 Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa. Di Jawa Timur sendiri jumlah Badan 

Usaha Milik Desa yang telah terbentuk sebanyak 5.432 Badan Usaha Milik Desa di 29 
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kabupaten dan kota batu, dengan klasifikasi antara lain : 47,66 persen atau 2.589, desa tingkat 

dasar; 44,73 persen atau 2.430, desa tingkat tumbuh; 7,61 persen atau 413 desa, tingkat 

berkembang dan maju.  

Dalam rangka mengembangkan BUMDes, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah 

memprioritaskan pengembangan BUMDes melalui pemberdayaan BUMDes serta kemitraan 

BUMDes dalam bentuk pengalokasian dana bantuan keuangan sebagai tambahan modal bagi 

BUMDes di berbagai desa untuk mengembangkan kegiatannya Lembaga BUMDes yang 

dirasa membutuhkan dan dapat berkembang optimal. Adapun Kebijakan pemerintah provinsi 

jatim dalam pemberdayaan BUMDes yang reguler dilakukan yaitu (1) Fasilitasi pembentukan 

BUMDes. (2) Bimtek dan supervisi pengembangan BUMDes; (3) Evaluasi BUMDes berhasil 

di Jatim. (4) Temu bisnis unit usaha dan temu karya BUMDes, pameran Kampung Kreasi; (5) 

KKN tematik di lokasi BUMDes. (6) Klinik BUMDes online dan On the spot training.  

Terkait dengan itu maka dari itu Walikota Batu membuat Peraturan Nomor 39 Tahun 

2017 yang berkaitan langsung dengan proses pendirian Badan Usaha Milik Desa, adanya 

pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa , sampai pada tingkat Pembubaran 

Badan usaha Milik Desa tersebut, selain Itu juga Badan Usaha Milik desa ini bisa terdiri 

dalam beberapa jenis unit usaha yang dimana setiap Unit usaha tersebut berbadan hukum.  

  Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo masih sangat 

minim sekali kegunaannya dan manfaatnya oleh masyarakat setempat dikarenakan BUMDes 

masih kurang memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga 

masyarakat tidak bisa ikut serta dalam mengembangkan BUMDes akan menjadikan desa 

mandiri dan menambah pendapatan asli desa, dan yang pasti masyarakatnya akan menjadi 

sejahtera. Keterlibatan dari Bumdes ini juga masih sangat kurang mengajak para toko-toko 

untuk bisa menjadi mitranya atau membuka toko baru untuk sektor sosial masyarakat dan 

pembangunan sosial yang ditekankan.  

Maka dengan adanya persoalan yang menyangkut Badan Usaha Milik Desa  ini 

Penulis akan melakukan penelitian tersebut dengan judul “Pengelolaan Bumdes Sebagai 

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat “. Studi Pada Bumdes Desa Torongrejo,  

Kecamatan Junrejo, Kota Batu.  

 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah   
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1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan dalam masyarakat ? 

2. Faktor yang mendukung dan yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  

sebagai upaya untuk  meningkatkan kesejahteraan dalam  masyarakat ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan dalam masyarakat. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong dan yang menghambat pengelolaan Bumdes 

sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Akademis  

1. Sebagai masukan pemikiran agar bisa dikembangkan lagi Bumdes bagi 

pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. 

2.  Memberikan kontribusi untuk penelitian yang akan meneliti pengelolaan Bumdes 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. .  

 

 1.4.2. Manfaat Praktis 

  1. Bagi Penulis 

 Untuk memberikan pengetahuan baru dan tambahan wawasan mengenai manfaat 

bumdes yang didirikan juga untuk kesejahteraan masyarakat desanya. 

  2. Bagi Bumdes 

 Sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan bumdes untuk 

kesejahteraan masyarakat desa tersebut. 

3. Bagi Masyarakat 

 Lebih memudahkan masyarakat ikut terlibat membantu kemajuan dari Bumdes 

yang juga bisa meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat 

desa itu sendiri.  
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